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DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIKABUPATEN 
BANTUL : PERAN PP NO 23 TAHUN 2018 
 
ABSTRACT 
Taxation is one of the largest sources of income in Indonesia. One of the sectors 
that play a role in taxation in Indonesia is MSMEs. The government regulates 
taxation for MSME actors in PP. 23 of 2018. It is explained that every MSME 
actor who has a turnover of < Rp. 4.8 billion per year, is obliged to pay taxes of 
0.5% of turnover per month. However, the compliance of MSME taxpayers is still 
not comparable to the large number of MSMEs. In this study, using the 
understanding of taxation factors, tax sanctions and tax rates to serve as variables 
that affect the compliance of MSME taxpayers. The population in this study were 
MSME actors in Bantul Regency. This study used a purposive sampling technique 
with the criteria of MSME taxpayers who have a NPWP and are in Bantul 
Regency. The type of data used in this study is primary data obtained by 
researchers directly through questionnaires or google form. The test tool used in 
this study is using the SPSS program with 58 respondents from a questionnaire 
distributed directly by 50 respondents and from google form as many as 8 
respondents. The results of this study prove that the understanding of taxation and 
tax sanctions has an effect on the compliance of MSME taxpayers. Meanwhile, 
tax rates do not affect the compliance of MSME taxpayers. 
 
Keywords: taxpayer compliance, understanding of taxation, tax sanctions, tax 
rates 
ABSTRAK 
Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan  terbesar di Indonesia. Salah 
satu sektor yang berperan dalam perpajakan di Indonesia yaitu UMKM. 
Pemerintah mengatur perpajakan untuk pelaku UMKM dalam PP No. 23 Tahun 
2018. Dijelaskan bahwa setiap pelaku UMKM yang memiliki omset < Rp 4,8 
milyar per tahun, maka wajib membayaran pajak sebesar 0,5% dari omset per 




banyaknya jumlah UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan faktor 
pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan  tarif pajak untuk dijadikan 
sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di Kabupaten 
Bantul. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria 
wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP dan berada di Kabupaten Bantul. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh oleh 
peneliti secara langsung melalui kuesioner maupun google form. Alat uji yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan program SPSS dengan 58 
responden yang berasal dari kuesioner yang disebar langsung sebanyak 50 
responden dan dari google form sebanyak 8 responden. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, 
tarif pajak 
1. PENDAHULUAN 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke 
tahun mengalami perkembangan. Pemerintah membuat peraturan yang 
mengatur mengenai pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM yaitu 
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 
Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2013). 
Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa setiap UMKM yang memiliki omset 
kurang dari Rp 4,8 milyar per tahun harus membayarkan 1% dari omset per 
bulan UMKM tersebut untuk pajak. Dalam perjalanan pelaksanaan tarif pajak 
1%, banyak terjadi komplain. 
Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu PP 
Nomor 23 Tahun 2018. Dalam PP ini terdapat perubahan tarif pajak UMKM 
menjadi 0,5% dari omset per bulan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 




triliun dari total penerimaan pajak 2018 yaitu Rp 1.315,93 triliun. Jumlah 
UMKM cukup mendominasi pelaku usaha di Indonesia yaitu sekitar 60%, 
namun hanya 1,8 juta yang menjadi wajib pajak (Mucglobal.com, 2019).  
Gunadi dalam Maharani (2015) mengatakan kepatuhan pajak yaitu 
kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 
persyaratan yang ada tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik dari 
sanksi hukum maupun administrasi yang berlaku, wajib pajak dikatakan 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. 
(Hendri, 2016) juga mengatakan, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu 
keadaan dimana wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal 
perpajakan sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan, wajib 
pajak tidak memiliki tunggakan, wajib pajak tidak pernah dipidana, dan wajib 
pajak melakukan pengisian SPT sesuai dengan keadaan asli wajib pajak. 
Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk membayarkan 
pajaknya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.  
1. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajaknnya dengan 
patuh tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemahaman 
perpajakan. (Julianti, 2014) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan yaitu 
cara bagi wajib pajak untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang 
berlaku. (Mardiana & Ofasari, 2018) mengatakan bahwa pemenuhan 
kewajiban perpajakan berbanding lurus dengan pemahaman peraturan 
perpajakan. Kecenderungan wajib pajak yang tidak patuh disebabkan karena 
wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, begitu juga sebaliknya. 
Menurut Ekawati dalam (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015) pemahaman 
perpajakan meliputi pengisian SPT dengan baik dan benar, besarnya pajak 
yang mampu dihitung, melakukan penyetoran tepat waktu dan 
melaporkannya sesuai dengan dimana wajib pajak tersebut terdaftar.  
2. Dalam peraturan pemerintah, segala hal yang diatur tentu 
mempunyai sanksi apabila peraturan tersebut tidak dijalankan. Sanksi 




wajib pajak.  (Imaniati, 2016) mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 
sanksi perpajakan ini bertujuan supaya para wajib pajak taat membayar pajak. 
(Mardiana & Ofasari, 2018) menyatakan perpajakan bersifat pemaksaan 
sehingga apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, 
maka wajib pajak harus menanggung konsekuensi hukum.  
3. Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan tentang tarif 
pajak UMKM, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM 
terhadap pajak. Tarif pajak juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari peraturan pemerintah yang telah di buat 
sebelumnya, para pelaku UMKM belum menunjukkan kontribusi yang 
maksimal dengan tarif pajak 1%. Sehingga tarif pajak diubah menjadi 0,5%. 
Hal ini dikarenakan banyak keluhan dari para pelaku UMKM tentang tarif 
pajak UMKM yang terlalu besar dan memberatkan. Perubahan tarif tersebut 
mempunyai tujuan agar kontribusi UMKM terhadap pajak menjadi 
meningkat.  
4. Salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang pesat yaitu 
DI Yogyakarta. Ada 524 ribu UMKM di DIY dapat mendominasi 98,4% 
pertumbuhan ekonomi di DIY. Hal ini didukung karena biaya hidup di DIY 
relatif murah dan infrastruktur yang dibutuhkan terjangkau (tribunjogja.com, 
2019). 
Perkembangan UMKM di DIY yang pesat tersebut belum sejalan dengan 
kontribusi wajib pajak UMKM.  Jumlah pelaku UMKM yang mencapai 
ratusan ribu di DIY, hanya 25% yang memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum taat membayar dan sadar 
pajak.  
Objek dari penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang berada di 
Kabupaten Bantul. Kabupaten  Bantul merupakan kabupaten yang memiliki 
banyak pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM belum sebanding dengan 
pelaku UMKM yang mengantongi izin. Dari 48 ribu UMKM di Bantul, hanya 
16 ribu yang mengantongi izin (www.harianmerapi.com, 2018). Alasan 




Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang mayoritas UMKM belum 
memiliki izin dan belum taat membayar dan sadar pajak. 
5. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengembangkan penelitian 
dengan judul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di 
Kabupaten Bantul : Peran PP Nomor 23 Tahun 2018” 
2. METODE PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang berada di 
Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang 
berada di Kabupaten Bantul yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 
kriteria wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bantul dan 
mempunyai NPWP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
primer yang diperoleh oleh penelitian dengan cara membagikan kuesioner 
untu diisi oleh responden secara langsung dan juga melalui google form. 
Penelitian ini menggunakan program SPSS untuk mengolah data. Sampel 
yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 58 responden, dimana 50 
responden berasal dari penyebaran kuesioner secara langsung dan 8 
responden berasal dari penyebaran keusioner melalui google form. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 
dibuktikan dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi 0,01 < 0,05 
yang berarti bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Imaniati (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang 
benar-benar memahami tentang perpajakan akan melaksanakan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan pemahaman perpajakan. Semakin baik 




perpajakannya. Purwanti, Utomo dan Maryani (2015) menyatakan bahwa 
wajib pajak yang benar-benar paham terhadap perpajakan maka akan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang dipahami. 
3.2 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan 
dengan analisis regresi dengan nilai signifikansi 0,023 < 0,05 yang berarti 
bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Imaniati (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila 
sanksi tidak tegas maka wajib pajak tidak akan membayar pajak tidak 
masalah. Hasil ini juga mendukung theory of planned behavior terkait 
dengan control belief  yang terdapat dalam Utama dan Setiawan (2019) 
yang mengatakan bahwa dengan adanya kontrol dari sanksi pajak yang 
tegas dan bersifat memberikan efek jera, wajib pajak akan meningkatkan 
kepatuhan pajak mereka untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan 
ketika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Dan wajib 
pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 
3.3 Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 
dibuktikan oleh analisis regresi dengan nilai signifikansi 0,447 > 0,05 
yang berarti bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Fatma, 2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu juga 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusro & Kiswanto, 2014) 
yang juga menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap 




tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya.  
Tarif pajak yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan tarif 
pajak UMKM yang terbaru yaitu sebesar 0,5% yang sudah mulai berlaku 
pada Juli 2018 lalu. Tarif ini dikenakan kepada pelaku UMKM yang 
memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. 
(Yuliyanah et al., 2018) menyatakan bahwa tarif pajak yang 
diperuntukkan bagi seluruh lapisan pelaku UMKM dirasa tidak cukup 
adil, sehingga perlu dikaji agar sesuai dengan kemampuan setiap lapisan 
wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Apabila tarif adil maka 
pelaku UMKM akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semakin adil dan semakin tepat tarif pajak yang 
berlaku maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 
dalam membayar pajak.  
 (Huda, 2015) menyatakan bahwa membayar pajak adalah 
kewajiban dari setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak 
tergantung dari tarif pajak yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa berapapun tarif pajak yang berlaku, apabila wajib pajak berniat 
membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan membayar. Begitu 
sebaliknya sekecil apapun tarif yang sudah diterapkan namun wajib pajak 
tidak memiliki niat untuk membayar maka wajib pajak tersebut tidak akan 
membayar pajak. 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasaran hasil analisis data yang 
telah dilakukan serta pembahasan yaitu sebagai berikut: Pertama; 
Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Kedua; Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Ketiga; Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap 






Saran dari penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan metode penelitian wawancara.  
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